
Deklarasi Kalimantan Timur Hijau (Kaltim 
Hijau) diinisiasi oleh Pemerintah 
Kalimantan Timur dengan menggandeng 
pemerintah kabupaten/ kotamadya, 
masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, 
dan mitra pembangunan 

Perjalanan untuk 
Pembangunan Hijau 
di Kalimantan Timur

201128 MARET

201629 MEI
SAMARINDA

201727 SEPTEMBER

BALIKPAPAN

Gubernur Kalimantan Timur  
menerbitkan dua peraturan: 

a. Peraturan Gubernur 22/2011   
tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kaltim Hijau.

b. Peraturan Gubernur 2/2011 
tentang Dewan Daerah 
Perubahan Iklim (DDPI). 

DDPI berperan dalam 
mengoordinasikan kegiatan 
pengendalian perubahan iklim 
yang mendukung pencapaian 
Kaltim Hijau.

Kualitas hidup 
masyarakat
meningkat 

Bencana ekologi 
dan dampak 
perubahan 
iklim berkurang 

2010

Pengetahuan dan 
penyadartahuan 
pemanfaatan Sumber
Daya Alam secara bijak. 

Pencemaran
dan pengrusakan 
kualitas ekosistem
darat, air, dan udara
menurun.

Penurunan 
emisi 
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Kesepakatan Pembangunan Hijau 
atau Green Growth Compact (GGC) 
lahir di Samarinda sebagai gerakan 
untuk mengonsolidasikan para 
pihak dalam berbagai inisiatif 
model untuk mempercepat 
tercapainya Kaltim Hijau. 

Deklarasi 
Green Growth Compact
(GGC) di tingkat nasional.

Deklarasi GGC diperkuat 
dalam acara pertemuan 
tahunan The Governor’s 

Climate and Forest Task Force 
di Balikpapan. Disepakati 
tujuh inisiatif model yang 

dikembangkan di Kalimantan 
Timur.

2016
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JAKARTA

!



Master Plan Perubahan Iklim Kalimantan Timur

Peraturan Daerah No. 7 tahun 2018 tentang Perkebunan 
Berkelanjutan

Peraturan Gubernur No.26 tahun 2018 tentang Aksi 
Inspiratif Warga untuk Perubahan dalam Pendampingan 
Pembangunan Desa

Peraturan Daerah No. 7 tahun 2019 tentang Adaptasi 
dan Mitigasi Perubahan Iklim

Surat Keputusan Gubernur No. 525 tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Area Bernilai Konservasi tinggi 

2023
Dari tujuh kini berkembang
menjadi 13 Inisiatif model:

Program Karbon Hutan 
Berau (PKHB)

Perkebunan Berkelanjutan

Program Pengurangan Emisi 
dari Deforestasi dan Degradasi 
Hutan berbasis yurisdiksi 
di bawah skema pembayaran 
berbasis kinerja yaitu 
Forest Carbon Partnership 
Facility-Carbon Fund (FCPF-CF).

Program Kampung Iklim 
(ProKlim)

Kemitraan Pengelolaan 
Kawasan Delta Mahakam

Implementasi 
akSi Inspiratif warGA 
untuk Perubahan (SIGAP)

Pengendalian Kebakaran 
Lahan dan Kebun.

Adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim 
Kota Balikpapan

Kemitraan Lahan Basah 
Mesangat-Suwi 

Pengelolaan Kolabiratif
Ekosistem Gambut Muara Siran

Pengelolaan Kawasan 
Ekosistem Esensial (KEE) 
Wehea-Kelay yang direncanakan 
seluas 532.143 ha

Perhutanan Sosial

Penguatan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH)

Perangkat kebijakan yang mendukung Kaltim Hijau:


